
BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 27 TAHUN 2012 

TENTANG 

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STAN DAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menimbang 

Menginga t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA , 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan enteri 
Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan dalam rangka menjamin 
pelayanan kepada masyarakat, perlu pen rapan dan 
pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan 
Hidup di Kabupaten Tasikmalaya; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peratu ran Bupati 
Tasikmalaya ten tang Penerapan dan Pencapaian Standar 
Pelayan an Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di 
Kabupa en Tasikmalaya ; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Barat (Berita ega ra tanggal 8 Agustu s 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Un dang omor 4 Tahun 1968 
ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 tentang Pemben tukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat ; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahu n 1974 ten tang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
19 74 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 . Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

6 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Unda n g-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4844); 

8 . ndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat da n Daera h (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran j egara Republik In don esia Nomor 
4438); 

9. Undang-Undang omor 32 Tahu n 2009 ten tang Perlindungan 
dan Pen gelolaan Lin gkungan Hidup (Lembara n Negara 

epublik In donesia Tahun 2009 Nomor 140; 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 11 tentang Pembentukan 
Pera tu ran Perundang-undangan (Lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambaha n Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahu n 1992 tentang Peran 
serta Masya raka t dala m Lingku ngan hidup Nasional 
(Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 1992 Nomor 69, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3485); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang 
Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4068); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4161) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lemba ra n Negara Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200 5 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerinta h Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pem erintahan 
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

18. Peraturan Pemerinta h Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Peran gkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Petu juk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar 
Pelayanan Minimal; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 
tentang Rencana Pen capaian Stan da r Pelayana n Minimal; 

21. Peratura n Menteri Lin gkun gan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 
ten tang Standar Pelayan a n Minimal Bidang Lingkungan Hidup 
Daera h Provinsi dan Daerah KabupatenJKota; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 
Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus 
Pencemaran dan/; atau Perusakan Lingkungan Hidup; 



24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Tahun 2008 Nomor 8); 

25. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16); 

26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup di Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 7); 

27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2008 tentang 
Rincian Tugas Unit kantor Lingkungan Hidup Kabupaten 
Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Tahun 
2008 Nomor 46 ). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENERAPAN 
DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

BAB I 

KETENTUAN UM UM 

Pasal 1 

Dalam Pera turan in i, y ng dimaksud den gan : 
1. Daera h adalah Kabupaten Tasikmalaya ; 
2. Pemerintah aerah adalah Bupati beserta Peran gkat Daerah sebagai un sur 

penyelen ggara Pemerin tahan Daerah ; 
3. Bupati a a ah Bupati Tasikm a aya ; 
4. Kantor adalah Kantor Lingkun an Hidup Kabu aten Tasikmalaya ; 
5. Urusan Pemerin ahan adalah fungsi-fu n gsi Pemerintahan yang m enjadi hak 

dan kewajiban se tia p tingkatan da! / atau susunan Pemerintahan untuk 
mengatur dan m engurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya 
dalam rangka melin du ngi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan 
masyakat; 

6. Urusan Wajib a dalah u rusa n yan g wajib d ilaksanakan oleh Pemerintah 
Daerah berkaitan den gan pelayanan dasar terhadap masyarakat; 

7. Pelayanan Dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam 
memberikan dan mengurus keperlu an kebutuhan dasar masyarakat untuk 
meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat; 

8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya 
disebut SPM Lingkungan Hidup adalah tolok ukur kinerja pe1ayanan 
Lingkungan Hidup yang dise1enggarakan di Daerah; 

9. Indikator Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup adalah ukuran besaran 
yang dinyatakan oleh prosentase atau pernyataan lainnya yang menyatakan 
pencapaian keberhasilan; 



BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI 

Pasa12 

Maksud ditetapkannya SPM Lingkungan Hidup adalah acuan bagi Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan urusan wajib bidang Lingkungan 
Hidup. 

Pasal3 

Tujuan ditetapkan nya SPM bidang Lingkungan Hidup adalah : 

a. Meningka tkan akses kualitas pelayanan Bidang Lingkungan Hidup kepada 
Masyarakat; 

b. Men ing atkan pengawasan terhadap kebijakan yang lang sung berhadapan 
d nga n masyarakat; 

c. Men ingkatkan efisiensi dan efektivita s pelayanan lingkungan hidup. 

Pasal 4 

Fungsi SPM bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut : 
a. Pera.latan untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus 

dicapai Pemerin tah Daerah sebagai penyedia pelayanan lingkun ga n hidup 
kepada rna yarakat; 

b. Peng kuran knerja penyelengga ra n urusan waj ib daerah berkaitan dengan 
pelayanan lin gkungan hidup k pada masyarakat; 

c . Prioritas perencanaan daerah dan prioritas pemhiayaan APBD; 
d. Pengeva ua ian dan monitoring dalam pelaksanaan u rusan wajib lin gkungan 

hidup ; 
e. Pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk m n ingkatkan kinerja dalam 

pelayanan kepada masya rakat; 
f. Penyusu nan program-program ingku n gan hidup serta perumu an kebijakan 

Bupati dalam m enen tukan kebijakan satu tah nan, tiga ta huna n dan lima 
tahunan; 

g. Penentuan s tandar penilaian lingkungan hidup . 

BAB HI 
STANDAR PELAYAN N MINIMAL 

Pa sa15 

(1) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan pelayanan bidang 
Lingkungan Hidup sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup yang 
terdiri dari jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target; 

(2) Jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh 
Kantor Lingkungan hidup Kabupaten Tasikmalaya, meliputi : 
a . Pelayanan pencegahan pencemaran air ; 
b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak ; 
c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan danl atau tanah untuk 

produksi biomassa ; 
d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan 

pencemaran danl atau perusakan lingkungan hidup. 



(3) Penjabaran jenis pelayanan, indikator kinerja dan target pelayan bidang 
Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati 
1nl. 

BABIV 
PENGORGANISASIAN 

Pasal6 

(1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang 
Lingkungan Hidup sesuai SPM Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya; 

(2) Penyelenggaraan pelayanan Lingkungan Hidup sesuai SPM Lingkungan 
Hidup sebagaimana ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Kantor 
Lingkungan Hidu p Kabupaten Tasikmalaya; 

(3) Penyelenggaraan pelayanan Lingkungan Hidup sesuai SPM Lingkungan 
Hidup d 'lakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang 
dibutuh an. 

BABV 
PELAKSANAAN 

Pasal7 

(1) SPM Bidang Lingkungan Hidup yan g ditetapkan merupakan acuan dalam 
peren canaan program pencapaian m in imal target Kantor Lingkun gan Hidup 
Kabu pa ten Tasikmalaya; 

(2) SPM sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pad a ayat (1) 
dilaksanak r n e 'uai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan. 

BAB V} 
PELAPORAN 

Pa al B 

(1) Kepala Kantor Lingkungan Hidup menyam.paikan laporan pencapaian dan 
penera pa n SPM tahunan kepada Bupati; 

(2) Bupati Tasikm laya menyampa ikan laporan teknis tahunan kinerja 
penerapan dan penca paian SPM Bidang Lin gkungan Hidup kepada Menteri 
Lingkunga n Hidu p m elalui Gubernur. 

BAB VII 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasa19 

(1) Bupati melaksanakan pengawasa n dan pengendalian atas penerapan dan 
pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Tasikmalaya; 

(2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Bupati dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi; 

(3) Monitoring atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup 
Kabupaten dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat 



BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasa110 

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM 
Bidang Lingkungan Hidup dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah 
dan tidak mengikat. 

BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Hal-hal yang bel m cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang
undangan. 

Pasal 12 

Peratu ra n Bupati ini mulai berl ku pada tanggal diundangkan. 

Agar setia p orang mengetahuinya, m merint kan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikm alaya. 

Diundar gk' n di gaparna 
pada tanggal 29 Juni 2012 

SEKRETARIS AERAH 
KABUPATEN TASIKMA YA , 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 29 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparn a 
Y - ada tanggal 29 Juni 2012 

! BUPATI TA IKM~LAYA I 
I 

;tGU. RUZHANUL ULU~ ~ 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 27 



LAMPlRAN PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 27 TAHUl~ 2012 
TANGGAL : 29 Juni 2012 

INDlKATOR STAN DAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN BIDUP 

No 

1 

2 

3 

4 

Jenis Pelayanan Dasar Standar Pe layanan Minimal 
Indikator 

Pelayanan pencegahan pen cemaranlprosentase Jumlah u saha d an/ atau k egiatanl 
air yang mentaati persyarata n administrasi dan 

teknis pencelSahan p~encemaran a ir 
Pelayanan pencegahan pencem aranlprosentase Jumlah u sa ha danl atau kegiatan 
udara dari sumber tidak bergerak sumber tidak bergerak yan g memenuhi 

persyaratan administra tif d a n teknis pencegahan 
pencema ran udara I 

I - ~ 

lahan danl atau tanah u n tu k produ ksi produksi biomas::;a yang telah ditetapkan dan 

Nila! 
100% 

100% 

I 

Waktu Pencapaian 
2009 12010 12011 12012 12013 

20 1 40 1 60 1 80 1 100 

20 40 60 80 100 

40 60 80 100 Pelayanan informasi status kerusalmn Prosentase luas lahan dan / atau tanah untu kl 

biomassa _ diinformasikan st~tus kerusaka n nya _ ~ __ _ 

100% I" 20 

Pelayanan tindak lanju t pengaduan Prosentase jumlah penga duan m asyarakat a kibatl 
masyarakat akibat ada nya dugaan adanya d ugaan pencemaran dan l atau, 
pencemaran danl atau perusakan perusakan lingkungan h id u p yang d itindak lanjuti i 

lingkungafl_hidu p 

90% I 50 60 70 80 90 

! BUPATI TASIKMALAYA! 
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